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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi  merupakan  langkah-langkah  berisikan  program-program  indikatif  untuk  mencapai  tujuan,  sedangkanarah kebijakan  adalah arah  atau  tindakan  yang diambil  oleh  pemerintah daerah untuk  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi.  Jadi  dapat dikatakan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program  indikatif  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi,  sedangkan  arah kebijakan merupakan  arah  atau  tindakan  yang  diambil  sebagai  rumusan perencanaan  bagaimana  nanti  pemerintah daerah dapat mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam  RPJMD.
Dalam perumusan strategi dijabarkan strategi secara umum untuk capaian  pembangunan  yang  bersifat  makro.  Selain  itu  dalam  upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang  lebih  detail  terhadap  capaian  pada  masing-masing  misi  yang  telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

6.1.	Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab carapencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu atau lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran itu sendiri.
Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiapurusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. 
Berdasarkan  keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan,  maka  strategi  pembangunan  Kabupaten Tabalong tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah:
1. Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, budaya kerja dan penanggulangan penyakit masyarakat
Masyarakat Kabupaten Tabalong dalam  kehidupan  sehari-hari  bercirikan  suasana  religius  yang didasarkan pada  norma-norma keagamaan  yang  telah  lama  berkembang.  Adanya pengaruh  globalisasi, teknologi dan kemajemukan masyarakat sebagai konsekuensi dari berkembangnya industri, terutama pertambangan  dapat  berakibat  tergerusnya  nilai-nilai  keagamaan  yang  menjadi  ideologi  masyarakat khususnya kalangan generasi  muda.  Oleh karenanya  efek  negatif  dari kemajuan  global  harus  dapat  diimbangi  melalui  upaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang baik di masyarakat. Sebagai  bentuk  layanan  pemerintah  di  bidang  keagamaan, yaitu  perlu adanya  upaya  bersama  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  agama  untuk  membina  dan  melestarikan  nilai-nilai  agamaserta menanggulangi penyakit masyarakat.  Pengembangan  terhadap  sarana  dan  prasarana keagamaan dan sosial melalui  bantuan  pemerintah  perlu  dilakukan  sejalan  dengan  upaya  memandirikan  masyarakat  terhadap upaya  penyediaan  sarana  dan  prasarana  keagamaan  sebagaimana yang telah berkembang selama ini.
	Untuk meningkatkan budaya kerja yang produktif dikalangan birokrasi pemerintahan perlu pembenahan dan peningkatan sumber daya aparatur dengan menanamkan pemahaman bahwa bekerja profesional seolah-olah akan hidup seribu tahun dan beribadah seolah-olah besok akan mati. Budaya kerja yang produktif ditentukan juga oleh keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating dan controlling yang dapat menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab besar bagi aparatur sehingga mampu memotivasi untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan dan dapat mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan
	Permasalahan  pendidikan  sangat  erat  kaitannya  dengan perkembangan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Sementara  kualitas sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  atau  daerah sangat  terkait  erat  dengan  keberhasilan  pemerintah  dalam  mencapai tujuan-tujuan  pembangunan  seperti  tercapainya  kesejahteraan masyarakat,  kemandirian,  produktivitas  dan  kualitas  kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya masalah pendidikan  ini sangat penting  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  prioritas  dalam pembangunan suatu daerah.  Perhatian  yang  diberikan  kepada  bidang pendidikan  merupakan  investasi  yang  sangat  berharga  untuk terciptanya  kemajuan  suatu  bangsa  di  masa  yang  akan  datang,  dan untuk  ini  maka  strategi  peningkatan  mutu  dan  layanan  pendidikan serta  penyediaan  berbagai  sarana  penunjang  pendidikan  serta pemerataan  terhadap akses pendidikan sangat dibutuhkan dalam perencanaan bidang pendidikan.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	Derajat kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi derajat kesehatan masyarakat yang tinggi diharapkan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan disegala bidang. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, perlu peningkatan pelayanan  bidang  kesehatan. Kebutuhan terhadap  layanan  kesehatan  ini  dirasakan  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun,  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kesadaran masyarakat  untuk memiliki kehidupan  yang  semakin  berkualitas. Untuk itu pemerintah daerah sudah sepantasnya mengambil sikap berupaya untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  dan  akses  kesehatan.

4. Peningkatan pendapatan riil per kapita
Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. 
Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama terhadap perkembangan pendapatan regional. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka semakin rendah pendapatan regionalnya dan sebaliknya semakin rendah laju pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pendapatan regionalnya dengan asumsi laju pertumbuhan ekonominya tetap. Oleh sebab itu pengendalian penduduk guna meningkatkan pendapatan regional harus dipikirkan baik pemerintah maupun masyarakat.
Disamping itu, hal  yang  penting  untuk  meningkatkan pendapatan riil perkapita adalah menjaga  stabilitas  makro  ekonomi  dengan menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja produktif.  Ketersediaan  lapangan  kerja  akan  menjamin  pendapatan yang  diterima  oleh  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  balas  jasa terhadap  faktor  produksi  yang  disumbangkan.  Oleh  karenanya semakin  luas  lapangan  kerja  yang  tersedia,  semakin  banyak  tenaga kerja  yang  diserap  akan  berakibat  pada  semakin  meningkatnya aktivitas  perekonomian  di  daerah.  Perkembangan  aktivitas perekonomian  akan  semakin memperluas  kebutuhan  dan  penyerapan tenaga  kerja  sebagai  efek  dari  multiplier  ekonomi  yang  berkembang. Guna mempertahankan  kesinambungan perkembangan  perekonomian harus  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  serta mendorong tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal.

5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
	Berdasarkan  struktur  perekonomian  Kabupaten  Tabalong didominasi oleh tiga sektor besar, yaitu pertanian, pertambangan dan jasa-jasa. Hal ini tercermin dari sumbangan ketiga sektor tersebut terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas yang cukup besar. Sementara itu, berdasarkan distribusi persentase PDRB tanpa migas dan batubara atas dasar harga konstan, sektor pertanian menjadi leading sector dalam kemajuan daerah. Sektor pertambangan merupakan sektor perekonomian yang unrenewable, karena sewaktu-waktu cadangan akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong sepatutnya lebih memprioritaskan sektor lain, seperti pertanian dengan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas.
	Sektor pertanian  merupakan  sektor  yang banyak berkembang  di  perdesaan dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Potensi yang terdapat pada sektor ini  hendaknya dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menumbuhkembangkan  sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) yang berbasis pertanian. Untuk ini diperlukan adanya kreativitas dan inovasi yang dapat  memberikan  nilai  tambah  lebih  besar  dari  terintegrasinya hubungan  antar  sektor. 


6. Penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. 
	Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
	Upaya  penanggulangan  kemiskinan  pada  hakekatnya  merupakan upaya  bersama  semua  pemangku  kepentingan,  sehingga  dibutuhkan sinergi  dan  kemitraan  semua  pihak.  Dalam  strategi  ini  diperlukan tindakan  yang  mengarah  pada pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  melalui peningkatan kemampuan dasar masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana,  teknologi serta informasi pasar.  

7. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
		Pembangunan perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpadu, saling memperkuat dan merupakan bagian dari pembangunan daerah. Untuk menciptakan keterkaitan antar kota dan desa perlu dikembangkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan agar memberi manfaat bagi keduanya. 
	Kebutuhan  terhadap  sarana  dan  prasarana  infrastruktur di perkotaan dan perdesaan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam upaya  memenuhi  hajad  hidup  dan  kebutuhan  terhadap berbagai aktifitas. Disamping itu, pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perkotaan dan perdesaan. Kebutuhan terhadap sarana infrastruktur merupakan kebutuhan  mendasar bagi perkembangan  kehidupan  masyarakat  dan karenanya  merupakan  kewajiban  pemerintah  secara  bertahap  untuk memenuhi  kebutuhan  infrastruktur  ini  sebagai  bentuk layanan yang dapat membawa masyarakatnya pada tingkatan kesejahteraan  yang lebih layak.

8. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik
	Teknologi informasi merupakan perpaduan sejumlah teknologi yang  memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui internetworking dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik terhadap suatu tindakan yang dilakukan. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasisebagai salah satu sumber daya paling penting yang harus dikelola dengan baik.
	Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan, merupakan persyaratan utama dan harus dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.

9. Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain : (1) belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan (2) masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol dan partisipasi pembangunan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, (3) masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, (4) belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan Pengurusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA) serta (5) belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. 
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya meningkatkan kualitaskehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaanperempuan, melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif genderke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. 

10. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
	Untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  tidak  hanya  membutuhkan  pemenuhan terhadap  kebutuhan  dasar  saja  tetapi  juga  dibutuhkan  adanya lingkungan  yang  terjaga,  asri dan nyaman. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan didasari oleh adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui eksploitasi sumber daya alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem. Selanjutnya kegiatan pembangunan memberikan muatan beban bahan pencemar yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Kerusakan struktur dasar ekosistem seperti itu harus dihindarkan, karena merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, maka setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan daya guna dan hasil guna yang dikehendaki dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan ekosistem. Hal ini didasari secara ekologi kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya.
	
11. Pengembangan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, olahraga dan seni budaya daerah
	Pemuda dalam aspek pengembangan sumber daya manusia diakui memiliki aneka talenta dalam kaitannya dengan kepeloporan dan kewirausahaan, pendidikan, olahraga, teknologi tepat guna dan seni budaya. Kepeloporan merupakan akumulasi dari semangat, sikap dan jiwa kesukarelawanan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan sesuatu danatau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui pemerintah. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang kreatif, inovatif, mandiri dan bermartabat yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Disamping  itu  untuk  meningkatkan aktualisasi  masyarakat  juga  dibutuhkan  adanya  perhatian  terhadap peran  pemuda  dalam  pembangunan,  serta  pelestarian  terhadap  seni dan budaya daerah.
	


12. Pengembangan potensi pariwisata daerah
	Pengembangan potensi wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pengelolaan yang menerapkan konsep ekoturisme. Walaupun sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan peran kepariwisataan perlu dikembangkan obyek wisata yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. 
	Kabupaten Tabalong mempunyai potensi wisata, baik wisata alam, budaya, maupun kesenian. Potensi ini perlu dikembangkan, tidak saja untuk hal yang lebih luas pada peningkatan pendapatan asli daerah, namun lebih khusus untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Kabupaten Tabalong itu sendiri. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (wisata budaya dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada.
	
13. Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi
	Guna  mewujudkan  terciptanya  nilai  tambah  perekonomian  yang didasarkan  pada  potensi  lokal  yang  dimiliki  oleh  daerah  dan diharapkan  dapat  bertransformasi  dari sektor  primer  ke  sektor  sekunder dan  tersier,  maka  strategi  terhadap  perngembangan  sektor  industri kecil,  menengah, UMKM dan koperasi penting  untuk dilakukan.  Keberhasilan  dalam  merubah  struktur  ekonomi  dari  sektor primer ke  sektor sekunder dan tersier akan  berimplikasi  pada meningkatnya PDRB yang berarti meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.  Peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan secara rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat  yang meningkat.  Sejalan dengan  pertumbuhan  pendapatan,  maka  tingkat  daya  beli masyarakat pun  akan  meningkat. 
	
14. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka reformasi harus dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Untuk itu pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan. 
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Implementasi konsep akuntabilitas dilakukan dengan pemeriksaan (audit) secara berkala atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh pejabat/pengurus lembaga publik untuk meminimalkan penyimpangan. 
Sistem pengendalian dan pengawasanpengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pengawasan internal tidak hanya melakukan pengujian atas realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan dan memberdayakan sistem pengendalian intern yang ada pada organisasi, sehingga dapat terjadi suatu mekanisme pengawasan yang terintegrasi antara pencegahan dan penindakan secara terus menerus dalam menanggulangi dan mencegah praktek-praktek KKN, serta menutup celah-celah yang membuka peluang bagi tindakan yang merugikan organisasi serta menghambat pencapaian misi dan tujuan organisasi.
Selain itu dalam hal penyelenggaraan manajemen keuangan  daerah  juga  perlu  untuk  semakin  ditingkatkan  kinerjanya, khususnya  di  tingkat  SKPD.  Hal  ini  dirasa  perlu  guna  mendapatkan opini  yang  lebih  baik  terhadap  pengelolaan  keuangan  dan  asset daerah.

15. Peningkatan pendapatan daerah
	Permasalahan  umum  yang  terjadi  dibanyak  daerah  khususnya pemerintah  kabupaten  adalah  terbatasnya  penerimaan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah.  Di  Kabupaten Tabalong   kontribusi  penerimaan daerah yang bersumber  dari pendapatan asli  daerah  hanya sekitar  lima  sampai  enam persen dari total APBD  setiap  tahunnya.  Dengan  demikian  ketergantungan  keuangan daerah  Kabupaten  Tabalong  terhadap  transfer  pemerintah pusat  sangat  tinggi.  Kondisi  ini  hendaknya  harus  selalu  mendapat perhatian  besar  dari  seluruh  komponen  di  daerah  agar  pemerintah daerah  bisa  lebih  independen  dalam  pembiayaan  dan  penganggaran terhadap  penyelenggaraan  urusan pemerintahan. Dalam  menerapkan strategi  ini perlu  dilakukan  inventarisasi  kembali  terhadap  sumber-sumber penerimaan  yang  ada  serta  perluasan  terhadap  potensi  sumber penerimaan  yang  memungkinkan  untuk  dijadikan  sebagai  sumber penerimaan daerah.



16. Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan
	Permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau tidak terlepas dari ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras yang merupakan satu-satunya bahan pangan dan sumber karbohidrat telah mengakibatkan kurangnya upaya diversifikasi pangan. Untuk itu perlunya pemantapan ketahanan pangan yang merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terkait, baik di pusat maupun daerah.

17. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah
Kualitas  aparatur  pemerintahan  berperan  terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah  dalam memberikan  layanan  publik.  Dengan  semakin  tinggi  kualitas  yang dimiliki  oleh  seorang  aparat,  akan  dapat  mengembangkan kemampuannya  secara  teknis  dalam  penyelenggaraan  dan manajemen  layanan  pemerintahan.  Peningkatan  kualitas  dan  kapasitas  aparatur tentunya juga harus didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos  kerja dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar  optimal  dalam  memberikan  kepuasan  masyarakat. Karenanya  keberadaan  aparatur  berkualitas  dan  profesional  akan sangat  menentukan  kapasitas  dan  kualitas  layanan  publik  yang optimal diberikan kepada masyarakat.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat tercermin  pada  aspek  layanan  umum.  Gambaran  pelayanan  umum kepada  masyarakat  sangat  terkait  dengan  kinerja  pemerintah  dalam menjalankan fungsi pelayanan dan dapat dinilai pada indeks kepuasan masyarakat.  Semakin  baik  kualitas  layanan  yang  diberikan  akan semakin  tinggi  kepuasan  masyarakat  yang  dilayani  serta  semakin besar  pula  rasa  keadilan  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Kualitas pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  sangat  tergantung dengan kualitas  aparatur  dan  kelembagaan  yang  memberi  pelayanan  secara langsung  kepada  masyarakat.  Oleh karenanya  penting untuk memberikan fokus perhatian  bagaimana meningkatkan kualitas aparat dan  lembaga  pemberi  layanan  khususnya  layanan  dasar  kepada masyarakat. Selain itu strategi pengawasan juga perlu dilakukan secara rutin, berkala dan insidentil untuk memantapkan pemerintahan daerah yang terbebas dari penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

18.  Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan
	Dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Tabalong, pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan sosial peranannya di perlukan guna tercapainya keberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut  adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dan kemasyarakatan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan stakehoder lainnya.


19. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah
Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif. Kerjasama merupakan cara untuk mengatasi permasalahan dengan tidak hanya melihat dari satu faktor dan sektor pemerintahan tertentu tetapi melihat faktor dan sektor lain yang dapat disinergikan dalam bentuk kerjasama untuk mengatasi masalah. Kerjasama antardaerah secara formal berada dalam payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
Kerjasama pembangunan antardaerah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara lokal, sesuai dengan tingkat kemampuan setiap daerah. Kerjasama antarpemerintah dibutuhkan dalam sebuah peningkatan pelayanan antar daerah dengan menjalin koordinasi yang baik antar daerah dalam menangani masalah maupun pembangunan lintas sektor.
	
20. Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan
	Untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilakukan dengan sistem terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pemeliharaan, pengendalian dan pencegahan yang berpotensi pada terancamnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar terwujud Tabalong yang aman dan damai, melalui  intensifikasi upaya pencegahan kriminalitas secara simultan dengan meningkatkan kerjasama dengan institusi keamanan, meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini, memberikan teladan pada praktik penegakan hukum non diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak peraturan daerah, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap keamanan lingkungannya.

21. Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu
	Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional harus di susun dengan baik berdasarkan demokrasi serta prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus dapat di susun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berdimensi kewilayahan. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tidak mengabaikan RTRW dan hasil-hasil penelitian yang dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan.
	




22. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa
Dalam era otonomi daerah, pemerintah desa diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persfektif administrasi pemerintahan modern. Untuk itu kapasitas pemerintahan desa perlu diperkuat, melalui : (1) kapasitas regulasi, yaitu kemampuan mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan desa; (2) kapasitas ekstra yaitu kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa; (3) kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; (4) kapasitas responsif, yaitu kemampuan berupa daya peka dan daya tangkap terhadap aspirasi/kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa; (5) kapasitas jaringan dan kerjasama, yaitu kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.
	Terkait dengan kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Peningkatan kapasitas tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa melalui peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat.Otonomi desa akan lebih bermakna jika ditopang dengan kapasitas birokrasi desa dalam hal pendataan, administrasi, informasi, pelayanan publik, mengembangkan potensi lokal, menyelesaikan masalah, mengelola perencanaan dan lain sebagainya.Penguatan kapasitas birokrasi desa ini membutuhkan penataan ulang mengenai administrasi, data dan informasi, rekrutmen perangkat, sistem karir, maupun sistem renumerasi. Pada saat yang sama hal itu membutuhkan tanggungjawab pemerintah dalam melakukan supervisi, fasilitasi dan capacity building secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap birokrasi desa.

6.2.   Arah Kebijakan
Arah Kebijakan  adalah  arah  atau  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah  daerah  untuk  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Tujuan  yang  ditetapkan  adalah  tujuan  yang  terkait  dengan  visi  dan  misi sebagai  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang  diinginkan  serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Arah  kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun  2015  –2019  merupakan  penjabaran  dari  visi  dan  misi  RPJMD,  namun  tetap  tidak terlepas dan harus mengacu pada arah  kebijakan yang ada pada Rencana Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Tabalong Tahun 2015 – 2025.

1. Arah Kebijakan Tahun 2015
Arah kebijakan tahun 2015 diarahkan untuk memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan penataan seluruh sektor pembangunan sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tabalong selama lima tahun. Penguatan kelembagaan yang didukung dengan penanaman nilai-nilai keagamaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintahan daerah, namun juga pada kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kabupaten Tabalong yang agamais. Sedangkan penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan lebih pesat di masa yang akan datang. Arah Kebijakan tahun 2015 dapat disebut sebagai TAHUN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN.

2. Arah Kebijakan Tahun 2016
Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 arah kebijakan yang dibuat tentunya memiliki kesinambungan dan mengacu pada tahun  sebelumnya.Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Tabalong diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pada tahun kedua ini juga diarahkan untuk memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusif Kabupaten Tabalong di tahun-tahun berikutnya. Arah kebijakan tahun 2016 dapat disebut sebagai TAHUN PELAYANAN DASAR. 

3. Arah Kebijakan Tahun 2017
Arah kebijakan pembangunan tahun 2017  juga  merupakan kesinambungan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  tahun sebelumnya, yaitu diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, seperti jaringan jalan, jaringan listrik, ketersediaan air bersih dan ruang terbuka hijau yang didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi serta perumahan dan permukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga terwujud Kabupaten Tabalong yang maju, tertata dan asri. Arah kebijakan tahun 2017 dapat disebut sebagai TAHUN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS. 

4. Arah Kebijakan Tahun 2018
Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Tabalong diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian Kabupaten Tabalong sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sejahtera. Arah kebijakan tahun 2018 dapat disebut sebagai TAHUN INVESTASI DAN PEREKONOMIAN DAERAH.

5. Arah Kebijakan Tahun 2019
Tahun  2019  merupakan  tahun  akhir  dari  periode  pemerintahan  yang mengusung visi  Menuju Tabalong yang Agamais, Sejahtera dan Mandiri. Pada tahun ini kebijakan diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan ahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada inovasi dan kreativitas serta peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri. Untuk itu arah kebijakan tahun 2019 dapat disebut sebagai TAHUN INOVASI DAN KREATIVITAS. 
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